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PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2017
TENTANG
TATA HUBUNGAN KERJA PENETAPAN JABATAN FUNGSIONAL BIDANG
KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan  ditetapkannya  Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Kesehatan perlu ditindaklanjuti
dengan pengaturan tata hubungan kerja untuk
memperjelas batas volume pekerjaan dan batas wewenang
antar unit kerja dalam penetapan jabatan fungsional
bidang kesehatan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Kesehatan tentang Tata Hubungan Kerja Penetapan

Jabatan Fungsional Bidang Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5494);
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Menetapkan

.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5607);

. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang

Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 59);

. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);

. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 60 Tahun 2016 tentang

Pembinaan Jabatan Fungsional Kesehatan dan Jabatan
Fungsional Nonkesehatan di Lingkungan Kementerian
Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 1971);

. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

25 tahun 1990 tentang Pedoman Organisasi dan Tatalaksana;

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TATA
HUBUNGAN KERJA PENETAPAN JABATAN FUNGSIONAL
BIDANG KESEHATAN.

Pasal 1
Tujuan pengaturan tata hubungan kerja penetapan jabatan
fungsional bidang kesehatan yaitu untuk meningkatkan
kinerja organisasi yang didasarkan pada kejelasan
mekanisme hubungan antar unit kerja atau antar unit
Eselon I dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang
berkaitan dengan penetapan jabatan fungsional bidang

kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Pasal 2
Tata Hubungan Kerja Penetapan Jabatan Fungsional Bidang
Kesehatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
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Pasal 3
Tata Hubungan Kerja Penetapan Jabatan Fungsional Bidang
Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan
sebagai acuan bagi satuan organisasi di lingkungan
Kementerian Kesehatan dalam pelaksanaan penetapan

jabatan fungsional bidang kesehatan.

Pasal 4
Pengangkatan, pembinaan, pelatihan, pemindahan, dan
pemberhentian jabatan fungsional bidang kesehatan
dilaksanakan  sesuai dengan  ketentuan = peraturan

perundang-undangan.
Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 29 Mei 2017

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Juli 2017

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

www.peraturan.go.id



2017, No. 1049

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 31 TAHUN 2017

TENTANG TATA HUBUNGAN KERJA
PENETAPAN JABATAN FUNGSIONAL
BIDANG KESEHATAN

BAB I
PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Organisasi dan tata kerja Kementerian Kesehatan sebagaimana
ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan merupakan
upaya optimal pengorganisasian yang efektif dan efisien dalam
mengemban tugas pembangunan kesehatan. Penataan struktur organisasi
belum menjamin keberhasilan dalam pelaksanaan tugas yang diemban
oleh pemangku jabatan mengingat struktur organisasi hanyalah suatu
alat untuk membagi bidang-bidang pekerjaaan/tugas. Dinamika dari
organisasi dalam mencapai tujuannya sangat ditentukan oleh pengaturan
tata hubungan kerja antar unit kerja dan antar unit Eselon I.

Tata hubungan kerja merupakan salah satu kelengkapan dari
pengorganisasian Kementerian Kesehatan, di mana dengan adanya tata
hubungan kerja diharapkan fungsi-fungsi yang cenderung tumpang tindih
atau memerlukan kerjasama dengan intensitas yang cukup tinggi dan
melibatkan beberapa unit kerja dapat dilaksanakan lebih efektif dan
efisien. Tata Hubungan Kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan
bersifat dinamis dan tidak tertutup adanya penyempurnaan, khususnya
bila ada perubahan dalam pengorganisasian Kementerian Kesehatan
ataupun adanya perubahan mekanisme pelaksanaan tugas.

Tata Hubungan Kerja Penetapan Jabatan Fungsional Bidang
Kesehatan merupakan salah satu dari beberapa tata hubungan kerja
lainnya, dan masing-masing tata hubungan kerja diatur dalam Peraturan

Menteri tersendiri.
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